SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI JADI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG YANG KE-112 DAN

PROGRAM BUPATI MELAYANI WARGA TAHUN 2022

Menimbang:

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah
Kabupaten Jombang yang ke-112 serta sebagai bentuk
dukungan terhadap program Bupati Melayani Warga
(BULAGA) Tahun 2022, salah satunya adalah dengan
pemberian insentif berupa pembebasan retribusi tera/tera
ulang bagi pemilik alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) yang melakukan tera/tera ulang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan
pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok
Retribusi, dan/atau sanksinya yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Pembebasan Retribusi Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya dalam rangka Memperingati
Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-112 dan
Program Bupati Melayani Warga Tahun 2022 dalam
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 812);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor
15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor
3/D);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2020 Nomor S5/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C);



Menetapkan:

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2018 Nomor 54/D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI JADI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG YANG KE-
112 DAN PROGRAM BUPATI MELAYANI WARGA TAHUN
2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Jombang.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang
selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
tentang Metrologi Legal.

7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai
bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai
bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai
bagi pengukuran massa atau penimbangan.

10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat
ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil
pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera
batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera
batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.



12.

13.

14.

15.

16.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau
memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda
tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP
yang telah ditera.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/
atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum
untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud Pembebasan Retribusi Tera/Tera Ulang Alat UTTP
yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
tera, pengujian, penelitian alat-alat UTPP tanpa dikenai biaya
tarif retribusi.

(1)

BAB III
TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI
TERA/TERA ULANG ALAT UTTP

Pasal 3

Pembebasan Retribusi Tera/Tera Ulang alat UTTP,
diberikan terhadap:

a. timbangan elektronik kelas III dan IV sampai 100 kg;
b. timbangan meja kapasitas sampai 25 kg;

c. timbangan pegas sampai 100 kg;
d

timbangan dacin sampai 100 kg; dan



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

e. timbangan dentisimal 100 kg sampai 300 kg.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pembebasan atas biaya tarif atas Tera/Tera
Ulang alat UTTP sebanyak 1 (satu) unit per orang pribadi
atau Badan dan tidak melayani secara kolektif.

Pelaksanaan pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku untuk permintaan Surat Keterangan
Hasil Pengujian (SKHP), pergantian suku cadang dan
servis alat UTTP.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN
TERA/TERA ULANG ALAT UTTP

Pasal 4

Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada bulan
Oktober 2022 dengan jadwal sebagai berikut:

a. tanggal 3 dan 4 Oktober 2022 bertempat di kantor
Kecamatan Ngoro;

b. tanggal 10 dan 11 Oktober 2022 bertempat di kantor
Kecamatan Ploso;

c. tanggal 17 dan 18 Oktober 2022 bertempat di kantor
Kecamatan Diwek; dan

d. tanggal 24 dan 25 Oktober 2022 bertempat di kantor
Kecamatan Sumobito.

Jam pelayanan pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul
08.00-12.00 WIB dengan maksimal pelayanan sebanyak
50 (lima puluh) pendaftar per hari.

Orang pribadi atau Badan yang melaksanakan
pendaftaran Tera/Tera Ulang Alat UTTP dengan
menyertakan foto copy KTP Elektronik yang masih
berlaku.

Alat UTTP yang telah dilakukan Tera/Tera Ulang diberikan
penempelan stiker khusus yang menandakan alat UTTP
sudah dilakukan Tera/Tera Ulang.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 26 September 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,
ttd
AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 60/C
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